
i l
I
I

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR O3 TAHUN 20L2

TENTANG

PEMBEBASAN PA]AK KENDAMAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KEN DARMN

Menimbang

BERMOTOR SERTA PEM BEBASAN SAN KSI ADM IN ISTRATI F

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan

Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5lahun 2011 tentang Pajak Daerah,

Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan Insentif

Pajak.

b. bahwa berdasarkan faKa di wilayah Provinsi Gorontalo banyak

kendaraan bermotor yang belum menggunakan plat Nomor DM

sebagai kode plat nomor Provinsi Gorontalo;

c. bahwa dalam rangka memotivasi dan mendorong paria pemilik atau

pengguna Kendaraan Bermotor agar menggunakan plat nomor DM,

perlu memberikan pembebasan Pajak Kendaraan Bernrotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor sefta Pembebasan Sanksi

Administratif;

d. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksrud pada huruf

a, huruf b dan huruf ct perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Gorontalo tentang Pembebasan Fajak Kendaraan Berrnotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor sefta Pembebasan Sanksi Adminitratif.

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Lzs,
Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-

undang Nomor tz rahun 2008 ternbng perubahan Kedua atas
undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a$afl;

4. undang-undang Nomor 22 Tahun :1009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

5. undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara f{epublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 50a9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo,r 3a93 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun za07 tentang pembagian

urusan Pemerintahan antara pemerrintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabrupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor BZ, Tambaharr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737,);

8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo lrlomor 05 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah"

MEMUTUSMN :

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO T'ENTANG PEMBEBA,SAN PAJAK
KENDARMN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARMN BERMOTOR
SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTMTIF

Pasal 1
/ 1 \  Wa i i h  na i r l r  r l r n r l  r v ronn r i r  r l z rn  napmahanaa  n^mL^L^^^ -  n^ : - r -

lvlenetapkan
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(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetrasan sanksi

administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor bagi kendaraan plat nomor DM.

Pasal 2

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Narnra Kendaraan

Bermotor sebagaimana di maksud pada Pasal 1 ayat (1) paling tinggi

sebesar 100 o/o (seratus persen).

Pasal 3

Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor tlan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pas;al 1 ayat (2)

paling tinggi sebesar 100 0/o (seratus persen).

Pasal 4

dimaksud dalam pasal 1 disampaikan secara

Gorontalo melalui Kepala Badan Keuangan
Permohonan sebagaimana

teftulis kepada Gubernur

Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nann Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pemberbasan sanksi

adminsitratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nanta Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberikan setelah

memenuhi persyaratan sefta ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dan wajib rnenyampaikan

laporan kepada Gubernur Gorontalo atas hasil pelaksanaannya,

Pasal 7

Pemberian pembebasan sebagaimanar dimaksud pada pasal 6,

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Jilnuari sampai

dengan tanggal 30 Juni 20L2.
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Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam B,erita Daerah

Provinsi Gorontalo.

2012

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Jatalar-l 2012

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Ditetapkan di Gorontalo

DRS. H. ARFAN ARSYAD, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA

NrP. 19571 1041984031001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 13BI
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